Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia terhadap Kontrak Internasional yang Berpedoman pada Asas-asas dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No.451/pdt.g/2012/pn.jkt.bar) by HALIM, C. (CHANDRA)
Chandra Halim  -  1 
 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 
2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA 
TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN 
PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK  (STUDI KASUS 
PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar) 
CHANDRA HALIM 
ABSTRACT 
 Since Law No. 24/2009 on Flag, Language, State Coat of Arms, and 
National Anthem was enacted, Article 31, called Law of Language in paragraph 1 
has confirmed the word, “Wajib” (obligatory) in using Indonesian in every 
contract, and paragraph 2 has also confirmed the words, “Ditulis juga” (Also 
written) in foreign languages when foreigners are involved in the contract. 
However, there are manyarguments about the use of the word, “Wajib” which is 
considered by some lawyers and legal practitioners to be more prioritized than 
the words, “Ditulis juga”. The consequence is that any contract written in a 
foreign language becomes weak;eventually, the Verdict of West Jakarta District 
Court accepted the claim of the plaintiff who used foreign language in the 
contract so that it was legally null andvoid. 
 Article 31 of Law on Language has fulfilled the principle of Contract Law, 
referred to the Principle of Enacting Legal Provision No. 12/2011 which concerns 
with Legal Certainty and states that every Law should meet Legal Principle in 
each field, particularly which is related to a contract on Property; in this case, the 
Principle of Contract Law should be fulfilled. A contract which is regulated in 
Law on Language also meets the Principle of Contract Law, especially Article 2 
of Law No. 24/2009 on Regulation in Language which is implemented in point g 
which states that legal certainty on evidence and validity of a contract, which uses 
a foreign language in Court after Law on Language was enacted, can be used as 
valid evidence in Court as far as the contract is original and authentic as it is 
stipulated in the Notarial Act and as far as it is agreed by the parties concerned, 
and one of them can prove it before the Court in the case of underhanded 
contract. 
Keywords: Contract, Language, Principle of Contract Law, Evidence. 
I. Pendahuluan 
 Perkembangan Bisnis di Indonesia semakin pesat perkembangannya,baik 
dari bisnis yang kecil maupun bisnis yang sudah mencapai taraf 
Internasional.Perkembangan bisnis yang mencapai taraf Internasional dapat 
dikategorikan sebagai Bisnis Internasioal karena kegiatan bisnis yang dilakukan 
sudah menyangkut hubungan antar Negara yang dilakukan oleh para pihak baik 
perseorangan maupun pemerintah, tentunya dalam berbisnis disini para pihak 
membutuhkan kepastian hukum guna menjamin hak dan kewajiban para pihak 
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oleh karena itu perlu diatur lebih jauh yakni melalui hubungan hukum. Hak dan 
kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berupa Kontrak. 
Dalam pelaksanaan perjanjian internasional ini banyak menemui kendala dalam 
pelaksanaannya. 
 Salah satu permasalahan perjanjian internasional ini tampak dalam 
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar,  
perjanjian pinjam meminjam (Loan Agreement) dalam perkara ini melibatkan PT. 
Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) berkedudukan di Jakarta Barat 
Indonesia dan Nine AM Ltd (Tergugat) berkedudukan di Negara Bagian Texas 
Amerika Serikat. Bahwa berdasarkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjam 
Meminjam tertanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat  
dengan Tergugat  dan berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan 
kedalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah. Penggugat 
telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US$ 4,422,000,- (empat 
juta empat ratus dua puluh dua  ribu Dolar Amerika. Dalam Pasal 18 Loan 
Agreement perihal hukum yang mengatur dan domisili hukum, menentukan 
bahwa : 
“Governing Law and Venue This agreement is governed by and shall be 
construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of 
Indonesia.For this Agreement and all its consequences the Borrower 
chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar’s Office of the 
District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat).”   
Dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia   
“Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di 
Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur 
memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta 
Barat.” 
 Melihat ketentuan Pasal 18 Loan Agreement, para pihak baik Pihak PT. 
Bangun Karya Pratama Lestari (Penggugat) dan Pihak Nine AM Ltd (Tergugat) 
menundukkan diri pada pilihan hukum Republik Indonesia. Kemudian sebagai 
Jaminan atas hutang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat 
Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 27 April 2010 yang dibuat 
dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmaton, SH., Notaris dan PPAT di 
Jakarta. Benda yang dijaminkan adalah enam unit Truk Caterpillar Model 775F 
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Off Highway. Pelunasan pembayaran adalah 48 kali angsuran bulanan sebesar 
AS$ 148,5 ribu per bulan dan bunga akhir AS$ 1,8 juta yang wajib dibayar pada 
tanggal pembayaran angsuran pinjaman. 
 Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk 
seluruhnya, menyatakan bahwa Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 yang 
dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum, 
menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 
April 2010 Nomor 33 yang merupakan Perjanjian ikutan (Accesoir) dari Loan 
Agreement tertanggal 23 April batal demi hukum, memerintahkan kepada 
Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan 
kembali kepada Tergugat sebanyak USD.115.540 (seratus lima belas lima ratus 
empat puluh Dolar Amerika Serikat). 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 dalam penggunaan 
bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional melanggar asas asas hukum 
kontrak ? 
2. Apakah dengan menterjemahkan Kontrak Internasional kedalam Bahasa 
Indonesia telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No 24 Tahun 2009? 
3. Bagaimana Asas Kepastian hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Internasional 
Pasca pemberlakuan pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009? 
 Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah pasal 31 Undang Undang Bahasa tentang 
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia melanggar asas hukum kontrak atau 
tidak 
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Kontrak Internasional menurut 
Pasal 31 Undang Undang No 24 tahun 2009 
3. Untuk mengetahui mengenai asas kepastian hukum terhadap status hukum 
kontrak Internasional yang berbahasa Asing pasca permberlakuan Pasal 31 
Undang Undang No 24 tahun 2009. 
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II. Metode Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yang 
digunakan adalah metode yuridis normatif. Sumber data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:
1
 
1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta 
Lagu Kebangsaan, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara 
Nomor 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar., Undang undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, 
dan berbagai tulisan lainnya. 
3. Bahan hukum tertier atau bahan non hukum yang memberikan informasi 
tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, 
ensiklopedia dan lain-lain.
2
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Penggunaan Dan Pengaturan Bahasa Terhadap Kontrak Internasional 
Yang Memegang Prinsip Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak 
 Penggunaan bahasa asing dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak tidak 
secara eksplisit merupakan bagian dari asas-asas dalam hukum kontrak. Asas-asas 
dalam hukum kontrak mengatur mengenai pelaksanaan subjek hukum dan objek 
hukum tetapi tidak secara langsung menekankan atau menyebut pengaturan 
perjanjian dalam hal penggunaan bahasa asing. Dalam Perjanjian Pinjam 
meminjam atau Loan Agreement dalam prakteknya perjanjian seperti ini sering 
sekali dibuat dalam perjanjian baku. Pihak Asing biasanya mempunyai form 
tersendiri dan dirancang sedemikian rupa termasuk salah satunya pengaturan 
mengenai penggunaan bahasa, bahasa bisa mereka tuangkan dalam klausul yang 
                                                 
1
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53. 
2
. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 
Empiris, (Jakarta: Pustaka Pelajar) hlm.156-159. 
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mereka buat bisa juga tidak, tetapi secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian 
dalam hal ini debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian pinjam 
meminjam tersebut. Apabila Debitur menerima pinjaman tersebut maka ia wajib 
untuk menandatanganinya sebagai tanda setuju, dan apabila debitur menolak, 
maka ia tidak perlu menandatangani perjanjian pinjam meminjam tersebut hal ini 
sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mencerminkan asas kebebasan 
bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian. 
 Asas kebebasan berkontrak memegang peranan penting dalam pembuatan 
kontrak yang melibatkan para pihak.Asas kebebasan berkontrak menurut hukum 
perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
3
 
1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
2. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; 
3. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; 
4. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang 
yang bersifat opsional; 
5. Kebebasan untuk mentukan objek perjanjian.  
 Dengan adanya ruang lingkup Asas Kebebasan Berkontrak maka 
dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan pihak setara dengan pihak 
lain.Menurut Sjahdeini, kebebasan berkontrak yang menjadi prinsip atau asas 
umum perjanjian hanya dapat tercapai apabila para pihak yang terlibat memiliki 
bargining power yang seimbang (gelijkwaardigheid van partijen).
4
 Jika melihat 
studi kasus Antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) pihak 
penggugat dengan Nine Ltd pihak asing pihak tergugat, dasar gugatan penggugat 
PT BKPL adalah karena melanggar Pasal 31 ayat (1) undang-undang bahasa 
khususnya pasal mengenai bahasa, yang artinya bahwa PT. BKPL merasa 
dirugikan karena disini perjanjian pokok antara kedua belah pihak dibuat dalam 
bahasa Inggris. Disini ada unsur bargaining power yang tidak seimbang. 
 Terkait dengan Kontrak Internasional berbahasa Asing. Kontrak 
Internasional  dalam praktiknya di Indonesia juga terdapat Kontrak Internasional 
                                                 
3
 Hasanudin Rahman, Aspek aspek Hukum Pemberian Kredit perbankan di Indonesia 
(Panduan Dasar Ilegal Officer, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.137-138. 
4
 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi 
Para Pihak, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.185. 
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yang bersifat akta otentik dan kontrak Internasional yang bersifat dibawah tangan. 
Kontrak Internasional sebagai contoh salah satunya sebelum Perjanjian tahun 
2010 dalam studi kasus putusan perkara dalam Eksepsi Tergugat Nine Am Ltd 
(pihak asing) dan Penggugat PT Bangun Karya Pratama Lestari (pihak Indonesia) 
kontrak Perjanjian Pinjam Meminjam atau Loan Agreement yang terjadi pada 
tanggal 10 November 2006 perjanjian Pinjam Meminjam (loan agreement) dibuat 
dalam bahasa Inggris dengan Bukti T-9 yang di hadirkan di persidangan ini 
membuktikan bahwa terkait penggunaan bahasa Inggris oleh Para pihak dalam 
pelaksanaan Kontrak Internasional didasarkan keinginan dan persetujuan para 
pihak untuk memilih dan membuat perjanjian tersebut termasuk salah satunya 
penyusunan bahasa Asing. 
B. Pembuatan Kontrak Internasional Yang Menggunakan Bahasa Asing 
Pasca Diundangkannya Pasal 31 Undang Undang No 24 Tahun 2009  
  Pembuatan Kontrak Internasional dalam hal ini yang melibatkan pihak 
asing setelah keluarnya Pasal 31 Undang Undang Bahasa yang mengatur tentang 
kewajiban penggunaan bahasa Indonesia, merujuk pada Pasal 1 dan 2 bahwa 
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam Nota kesepahaman atau perjanjian yang 
melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga 
swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia dalam ayat (2) nota 
kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut 
dan/atau bahasa Inggris. Melalui Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa 
tentang Perjanjian Internasional dalam penjelasan Pasal 31 ayat (1) menekankan 
kalimat Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia,bahasa negara 
lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi 
internasional yang digunakan adalah bahasa bahasa organisasi Internasional.  
 Fungsi dan peran penjelasan peraturan perundang undangan diatur dalam 
Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain dalam angka 
angka: 
Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-
undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, 
penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan 
kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan 
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sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh 
mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.
5
 
 Dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditambah dengan penjelasan Pasal 31 dapat 
disimpulkan bahwa setiap perjanjian apapun baik perjanjian yang bersifat otentik 
atau dibawah tangan, perjanjian yang melibatkan pemerintah dan instansi swasta, 
baik pihak asing maupun pihak Indonesia maka perjanjian wajib menggunakan 
bahasa Indonesia. Kata Wajib dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
mengartikan wajib adalah harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan 
(ditinggalkan).
6
 Dengan arti bahwa setiap perjanjian mengharuskan Perjanjian itu 
menggunakan bahasa Indonesia, dan dalam ayat ke (2) menegaskan kata ditulis 
juga yang artinya selain perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia akan 
tetapi dapat di tulis juga dengan Bahasa yang melibatkan pihak asing. 
C. Asas Kepastian Hukum Dalam Kontrak Internasional Dalam Hal 
Penggunaan Dan Pemilihan Bahasa Pasca Pemberlakuan Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
 Asas merupakan tiang utama bagi pembentukan peraturan perundang 
undangan asas merupakan suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum 
sebagai basic truth, sebab melalui asas hukum pertimbangan etis dan sosial 
masyarakat masuk kedalam hukum dan menjadi sumber menghidupi nilai nilai 
etis,moral dan sosial masyarakat.Asas sebagai dasar menurut Paul Scolten yang 
mengatakan, bahwa sebuah asas hukum (rechtsbeginsel) bukanlah sebuah aturan 
hukum (rechtsregel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum sebuah hukum 
adalah terlalu umum sehingga ia atau bukan apa-apa atau berbicara terlalu banyak. 
Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau 
pengelompokan sebagai aturan tidaklah mungkin, karena itu terlebih dahulu 
dibentuk isi yang kongkrit. Dengan kata lain,asas hukum bukanlah hukum,namun 
hukum tidak dapat dimengerti tanpa asas asas tersebut.Scholten mengemukakan 
                                                 
5
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fungsi Dan Peran 
Penjelasan Peraturan Perundang Undangan 
6
 http://kbbi.web.id/index.php?w=wajib diakses pada tanggal 23 November 2014 pukul 
15.03 wib 
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lebih lanjut adalah tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari 
asas hukum itu dalam hukum positif.
7
 
 Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga 
harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaiamana 
layaknya sebuah undang undang.Mereka tidak boleh melakukan intervensi 
terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
8
 Asas Pacta sunt 
servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata,yang berbunyi: 
“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang”.  
 Pasca diundangkannya Pasal 31 Undang-Undang Bahasa, Pelaksanaan 
kontrak berupaya memberikan kepastian hukum yang dibuat khususnya dalam 
bahasa Asing harus tunduk kepada Undang Undang Bahasa, semata mata untuk 
melindungi pihak Indonesia dari perjanjian yang menggunakan bahasa Asing 
seperti bahasa Inggris, yang biasa dalam praktiknya merugikan pihak asing seperti 
banyak kontrak kontrak perjanjian yang dibuat baku oleh salah satu pihak dalam 
bahasa Inggris salah satunya kasus yang terjadi adalah Putusan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan 24/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel yang merugikan pihak Indonesia yang 
akhirnya perjanjian tersebut batal demi hukum. Akan tetapi disisi lain Kontrak 
yang dibuat dalam bahasa Asing tetap dapat dilaksanakan asalkan isi kontrak 
tersebut jelas. Isi Perjanjian dibedakan menjadi 2 macam yaitu :
9
 
1. Kata-katanya jelas dan 
2. Kata-katanya tidak jelas sehingga akibatnya dapat dilakukan interpretasi 
terhadap perjanjian tersebut, dalam hal ini diatur dalm Pasal 1342 
KUHPerdata disebutkan apabila kata-katanya jelas maka tidak diperkenankan 
untuk menyimpang dari dengan jalan penafisiran. Ini berarti para pihak 
haruslah melaksanakan isi kontrak tersebut dengan itikad baik. 
 Jadi selama isi atau substansi kontrak tersebut jelas maka Kontrak yang 
menggunakan bahasa Inggris tetap menjadi kontrak yang sah dimata hukum. 
Akan tetapi dalam praktiknya kerap kali suatu penerapan Undang-Undang artinya 
antara Peraturan dan pelaksanaan sehari hari tidak sesuai akibatnya kepastian 
                                                 
7
 Soimin, Pembentukan peraturan perundang undangan negara di Indonesia, 
(Yogyakarta: UII Pres, 2010), hlm.30. 
8
 Ibid. 
9
 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, cet. Ke-3, (Jakarta: 
Penerbit Sinar Grafika, 2006), hlm.10. 
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hukum tidak tercapai seperti halnya kontrak Internasional yang batal demi hukum 
di pengadilan, penerapan terhadap Undang-Undang Bahasa tidak mencerminkan 
asas kepastian hukum bagi Kontrak yang dibuat dalam Bahasa Inggris sementara 
dalam penerapan sehari-harinya kontrak dibuat berlandaskan pada asas hukum 
kontrak. 
 Terkait dengan penggunaan bahasa dalam perjanjian tidak menjadi 
persoalan, terkait apakah perjanjian yang dibuat dengan menggunakan bahasa 
asing tersebut adalah melanggar undang undang maka hakim sendirilah yang akan 
memutuskan apakah perjanjian tersebut dibuat dengan sebab yang tidak halal dan 
tidak sesuai dengan syarat pembuatan perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 
KUHPerdata.  
 Akan tetapi Pasca keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 
khususnya Pasal 31 ini memungkinkan Perjanjian dengan menggunakan bahasa 
asing menjadi tidak berlaku sebagai alat bukti di pengadilan dikarenakan Pasal 31 
memiliki makna yang kata yang dapat menyebabkan multitafsir saat Kontrak atau 
perjanjian masuk ke ranah hukum.Salah satu pihak dapat memakai pasal ini 
sebagai dasar hukum untuk membatalkan Perjanjian yang menggunakan bahasa 
Inggris di pengadilan dan kembali lagi pada putusan hakim itu sendiri untuk 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus  suatu perkara yang diajukan dengan dalih 
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.
10
 Tetapi dalam praktiknya tentu keadilan tidak begitu mudah 
tercipta bahkan terkesan tidak adil dan menimbulkan kontra dalam menjatuhkan 
putusan sebagai contoh putusan Batal demi hukum hakim mengacu pada Pasal 31 
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 yang membatalkan batal demi hukum 
perjanjian yang menggunakan bahasa Inggris seperti yang disebutkan diatas.   
 Dengan arti bahwa meskipun Kontrak yang menggunakan Bahasa Asing 
mengacu pada  Undang-Undang Bahasa akan tetapi dapat menjadi pertimbangan 
oleh hakim dengan adanya ketentuan peralihan ini terhadap akta yang bersifat 
                                                 
10
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Pasal 1. 
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Otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Berbeda dengan Kontrak yang dibuat 
dibawah tangan.terhadap Kontrak yang dibuat dibawah tangan tidak terdapat 
payung hukum yang memayungi Kontrak yang dibuat dibawah tangan hanya 
berpedoman pada asas hukum kontrak dan kebiasaan dalam masyarakat dalam 
membuat Kontrak, hal ini menyebabkan Kontrak dibawah tangan pasca keluarnya 
Undang-Undang Bahasa memiliki celah hukum yang memungkinkan perjanjian 
yang menggunakan Bahasa Inggris tersebut terhadap pembuktiannya di 
Pengadilan dapat ditolak oleh hakim dan menjadi tidak memiliki kekuatan 
pembuktian tertulis. Tetapi kembali lagi kepada hakim yang memutuskan 
sengketa penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tersebut. 
 Akan tetapi meski tidak ada payung hukum akan tetapi jika kontrak atau 
perjanjian tersebut dibuat dengan memakai klausul pilihan forum maka perjanjian 
yang dibuat dengan bahasa asing memiliki payung hukum yakni Undang-Undang 
Abritrase. Mengenai bahasa yang digunakan,para pihak dapat melakukan 
pilihannya. Apabila para pihak tidak menentukan bahasa apa yang akan 
digunakan, majelis arbitraselah yang akan menentukan dengan memperhatikan 
keinginan para pihak atau mendasarkan pada bahasa yang digunakan dalam 
dokumen dokmen bisnis dan korespondensi para pihak yang bersengketa.Dalam 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 28 menyebutkan bahwa: “Bahasa 
yang digunakan dalam semua proses Arbitrase adalah Bahasa Indonesia,kecuali 
atas persetujuan arbiter atau Majelis Arbitrase para pihak dapat memilih bahasa 
lain yang akan digunakan”.11 
 Oleh karena itu,jika para pihak bermaksud menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa bagi arbitrase (applicable language), maka mereka perlu 
memasukkan dua hal dalam klausul arbitrase yaitu pertama, menyebut bahasa 
Inggris sebagai pilihan bahasa dalam semua proses arbitrase dan kedua para pihak 
hanta dapat mengangkat arbiter yang bersedia menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa Inggri sebagai bahasa dalam arbitrase.Klausul tersebut akan 
“memaksa” arbiter atau majelis arbitrase untuk memerintahkan agar setiap 
dokumen atau bukti disertai dengan terjemahannya kedalam bahasa 
Inggris.(bandingkan klausul arbitrase tersebut dengan Pasal 35 Undang-Undang  
                                                 
11
 Gatot P. Soemartono, Arbitrase dan mediasi di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2009), hlm.56. 
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No 30 tahun 1999,yang menyatakan: “Arbiter atau majelis arbitrase dapat 
memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai terjemahan ke dalam 
bahasa yang akan ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase).
12
 
 Dari keseluruhan uraian tentang hukum dan bahasa diatas dapat 
disimpulkan bahwa hukum dan bahasa dari tempat penyelenggaraan arbitrase 
tidak serta merta dipakai untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya,tempat 
arbitrase dipilih adalah jakarta, hal ini tidak selalu berarti bahwa hukum dan 
bahasa Indonesia yang harus digunakan dalam proses pemeriksaan sengketa. 
Hukum dan bahasa apa yang berlaku tergantung pada pilihan hukum dan pilihan 
bahasa yang ditentukan para pihak sendiri dalam perjanjian arbitrase mereka. 
Dengan demikian dapat terjadi proses penyelesaian sengketa.
13
 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Pasal 31 Undang Undang Bahasa ayat 1 dan 2 menjadi ketentuan yang saling 
mengikat tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa Asing 
sudah sesuai dengan asas hukum kontrak dan tidak melanggar asas hukum 
kontrak untuk diterapkan terhadap Kontrak yang menggunakan Bahasa Asing. 
Dikaji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menginginkan materi muatan undang 
undang mencerminkan asas kepastian hukum, UUD 1945 dan asas hukum 
kontrak, dan hal ini sudah tercermin dalam pasal 31 ayat 1 dan 2, akan tetapi 
dalam pelaksanaan penerapan Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak dapat terlaksana 
dengan baik karena menimbulkan mutitafsir terhadap kata “wajib” dalam 
Pasal 31 ayat (1) yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dan 
mengabaikan ayat (2) yang isinya dapat “ditulis juga”  dalam bahasa nasional 
pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.  
2. Kontrak Internasional yang menjadi kontrak pokoknya kemudian 
diterjemahkan  kedalam bahasa Indonesia kurang memenuhi ketentuan Pasal 
31 Undang-Undang Bahasa. Dalam praktiknya kontrak dibuat dengan akta 
Otentik dan akta Dibawah tangan. Dalam pelaksanaanya kontrak yang 
menggunakan Akta Otentik berlandaskan pada Undang-Undang Jabatan 
                                                 
12
 Ibid 
13
 Ibid 
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Notaris memperbolehkan penggunaan Bahasa Asing sebagai perjanjian pokok 
yang kemudian harus juga tetap ada terjemahan dalam Bahasa Indonesia, 
terlebih lagi di dalam Undang-Undang Bahasa terdapat ketentuan peralihan 
dalam pasal 73 yang menunjuk Undang-Undang yang berkaitan dengan 
Bahasa masih berlaku, dalam hal ini perjanjian pokok yang dibuat dengan 
menggunakan bahasa Asing berpedoman pada Undang Undang Jabatan 
Notaris.Sedangkan Kontrak yang dibuat Dibawah tangan mewajibkan 
penggunaan Bahasa Indonesia sebagai Perjanjian pokoknya sesuai dengan 
Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang kewajiban penggunaan 
bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Asing. 
3. Terhadap Asas Kepastian hukum menyangkut keabsahan dan pembuktian 
suatu kontak yang dibuat baik kontrak dalam bentuk Kontrak Otentik ataupun 
Kontrak Dibawah tangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa Asing 
setelah di Undangkannya Undang-Undang Bahasa khususnya Pasal 31 yang 
mengatur mengenai perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum 
dalam penerapan hukumnya.Akan tetapi sebenarnya terhadap Kontrak yang 
dibuat dalam Bahasa Asing tetaplah menjadi dokumen pembuktian sah di 
Pengadilan. Pada Pasal 31 ayat (1) terdapat multitafsir terdapat kata “wajib” 
yang seakan mengharuskan perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakan 
bahasa Indonesia.Oleh karena itu dalam hal pembuktian dan keabsahan di 
pengadilan dapat menjadi lemah saat perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa 
Inggris. 
B. Saran 
1. Terhadap kasus perkara kontrak yang batal demi hukum yang menggunakan 
Bahasa Inggris pada perjanjian pokoknya dan dilanjutkan dengan ada 
terjemahan kedalam bahasa Indonesia dinilai kurang sesuai menerapkan asas 
Hukum Kontrak dan untuk mendapatkan dan mencari kepastian hukum dan 
keadilan tersebut para pihak perlu membawa perkara sampai ke tingkat 
Mahkamah Agung sebab jika tidak dilakukan upaya hukum maka hal ini akan 
merugikan salah satu pihak, sebab sebenarnya nilai dari sebuah perjanjian itu 
terletak pada tujuan dan isi dari pada perjanjian itu sendiri apakah isi dan 
tujuan tersebut melanggar syarat sahnya perjanjian atau tidak,sedangkan 
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perjanjian yang dibuat dengan menggunakan Bahasa Inggris tidak merugikan 
salah satu pihak seperti yang dijelaskan sebelumnya terlebih lagi perjanjian 
ada diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia,jadi pelaksanaan perjanjian batal 
demi hukum yang karena semata mata menggunakan Bahasa Asing dinilai 
tidak tepat untuk menciptakan rasa keadilan dan Kepastian Hukum.  
2. Dalam hal pembuatan Kontrak di Era Globalisasi ini terlebih lagi dengan 
Lahirnya Undang-Undang Bahasa Pasal 31 yang mengatur mengenai 
kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia, para pihak yang yang biasanya 
membuat Kontrak dalam bahasa Asing dibuat dibawah tangan seperti pada 
kasus yang batal demi hukum, maka sudah seharusnya untuk meminimalisasi 
hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang terjadi maka disarankan untuk 
membuat kontrak yang melibatkan pihak asing ke Pejabat yang berwenang 
yang diangkat oleh negara Republik indonesia yaitu Notaris karena didalam 
pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris juga diatur mengenai penggunaan 
bahasa yang lebih jelas maksudnya dan tujuannya sehingga dapat menghindari 
permasalahan hukum yang sama dikemudian hari.  
3. Terhadap Perjanjian tertulis dalam bahasa Asing yang dijadikan alat bukti di 
pengadilan seharusnya Pengadilan menyediakan jasa ahli penerjemah 
Internasional maupun Lokal yang dibawah sumpah dan dalam pembuatan 
Akta ahli penterjemah harus diikut sertakan hadir dan menandatangani Akta 
yang dibuat dalam bahasa Asing tersebut. Dan Pasal 31 Undang Undang 
Bahasa hendaknya direvisi khususnya kata “wajib” pada ayat 1 karena hal ini 
dapat menimbulkan multitafsir dalam penafsiran terhadap perjanjian yang 
menggunakan bahasa Asing. Ini menyebabkan pasal 31 ini menjadi celah 
hukum bagi salah satu pihak untuk mencoba mengajukan gugataan untuk 
menuntut batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 Undang Undang 
Bahasa tersebut, dan bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Pasal 
tersebut hendaknya mengajukan ke tingkat banding ke Mahkamah Agung atau 
ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan rasa keadilan. Dan dalam 
menyusun kontrak perlu diperhatikan Pilihan Hukum atau Pilihan Forum yang 
digunakan agar keadilan dan kepastian hukum tercipta maka seharusnya 
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Pilihan Forum melalui Arbitrase yang dipilih jika sewaktu dikemudian hari 
terjadi sengketa. 
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